
BUPATI MINAHASA TENGGARA 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 
NOMOR '4-TAHUN 2014 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 
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Mcnimbang 

Mengirigat 

bahwa untuk memenuhi kctcntuan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 l 4 ten tang 
Perranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Minahaaa Teriggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih Janjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pend apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 . 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotismc (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17 'l'ahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembat-an Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tcntang Pcmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'J'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Ta h urt 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik l ndoneaia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang Pemerirrtaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lcrnbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran 

Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tcntang Pcmbentukan Daer'ah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi 

Sulawesi Utara [Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lernbaran Negara 

Nomor 4685); 

9. Undang-Undang No111(>r 12 Tahun 2 0 1 1  tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik l ndonesra Tahun 20 I I No111or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Peraturan Pe111er111tah Nomor 108 'Tah u n 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah urt 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tal1u11 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala 

Daerah Lernbaran Negara Republik Indonesia ·rahun 2000 Nomor 2 10 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4028); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tal1u11 2004 ientang Kcdudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 44 16 )  sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

tcrakhir dcngan Pcraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pcmcrint.ah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedud ukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwak.ilan Rakyat Dacrah {Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 712 } ;  



13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'I'ahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754); 

] 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 'J'ahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
l rrdoneaia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerirnah Nomor 7g Tahun 2005 tentang Pcdoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelcnggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'rahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4593); 

20. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 1'ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemeririta.h 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4614) ;  

2 1 .  Perat.uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pernbagian Urusan Pernerintahan Amara Pemcrintah, 
Pemcrintahan Daerah Propmsi dan Pemerint.ahan Daerah Kabupat.en/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahau Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
22. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 13  Tahun 2006 ientang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dcngan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 
2 0 1 1  tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 'J'ahun 20 1 1  Nomor 310 ) ;  

23. Pcraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara Nomor 3 Tahun 2010 tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Kcuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupatcn Minahasa Teriggara Tahun 2010 Nomor 53); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 20 13 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahtm 

2013 ten tang Perubahan Anggara11 Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2013 {Lembaran Daerah 
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 72); 



25. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor l Tahun 20 l 3 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 21 Tahun 2013 
ten tang Penjabaran Per-ubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Serita 
Dae rah Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 174) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 

I .  PENDAPATAN 
a. Pcndapatan Asli Daerah 
b Dana Perimbangan 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah 

.Jumlah Pcndapatan 

l<p 8.920.156.536,00 
Rp 416.224.764.347,00 
Rp 40.848.203.140,00 

Rp 465.993.124.023,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

I Belanja Pcgawai 
2 Belanja Hibah 

3 Belanja Bantuan Sosial 
4 Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada 
Provin si / Kabu paten/ Kola, 
Pe,nerintahan Desa dan Partui 
Politik 

5 Belanja Tidak Ter duga Rp 502.000.000,00 

Rp 21 1.839.583.340,00 

Rp 171.492.034.853,00 
Rp 17.791.444.169,00 

Rp 3.104.000.000,00 
Rp 18.950.104.318,00 



b. Belanja Langsung 
l Bclanja Pegawai 
2 Bclanja Barang dan Jasa 
3 Belanja Modal 

.Iumlah Bclanja 

Surplus / (Defisrt] 

Rp 11.245.338.500,00 
Rp 107.610.583.408,00 
Rp 1 12 .00 1.895.595,00 

Rp 230.857.817.503,00 
Rp 442.697.400.843,00 

Rp 23.295.723.180,00 

Pasal 2 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Jumlah pcmbiayaan 
neto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran rahun bcrkenaan 

Rp 12.622.451.744,05 

Rp 
35.918. I 74.924,05 

Rp 12.622.451.744,05 
Rp 

Ringkasan laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan 
merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini .  

Pasal 3 

Ringkasan Japoran rcalisasi anggaran scbagaimaria dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran 
Japoran rcalisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penja bar an Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercanturn dalam Lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

No Pejabat Pengelola 
Paraf Keterangan 

Koordinaai 

Oh Untuk mohon 
I Bupau Ditandatanwani 

2 Waktl Bupati 
' 

3 Sekretaria Daerwh 
,� 

' 
A11s1en Admin,strasi Umum ' .!! 

5 
Kepala Dina, PPl<AD 

6 
Kabag Hukum da.n Perundang- 

� /  undan�an 

7 Kabag TUP / •• 

8 Sekretans D1nas f>PKAO 

9 Kepala Bidang Akuntansi ' 
IO K, Ja Sekai Pela ran � 

Ditetapkan di Ratahan 
Pada tanggal 1, �o\><'"" 2014 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

JAMES SUMENDAP 

Diundangkan di Ratahan 
pada tanggal l6 O'd:OWr 2014 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

TAHUN 2014 NOMOR Ur 



Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Ditetapkan di Ratahan 
Pada tanggal 1, o� c,,G r 2014 

BUPATI MINAHASA TENGGARA� 
I , 
\ y 

JAMES SUMENDAP 

Diundangkan di Ratahan 
pada tanggal t� o<c:<owr- 2014 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

TAHUN 2014 NOMOR i,q- 


